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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 34 TAHUN 201 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 66 TAHUN 2010 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang . a  batwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 
Romawi IV Lampiran Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 

37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
2011, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan mendahulur 
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk 
Program dan kegatan yang dibiayai dari dana transfer dan 
sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat. Dana Bencana 
Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau 
mendesak lainnya. yang belumn cukup tersedia dan/atau belunm 
dianggarkan dalam APBD, dengan cara Menetapkan Peraturan 
Kepala Daerah tentang erubahan Penjabaran APBD dan 
memberitahukan kepada impinan DPRD menyusun RKA 
sKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar 
pelaksanaan egiatan dan ditampung dalam Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapkan 
Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a perlu menetaplan Peraturan Bupati Jepara tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011 



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuan 

Daerah-dau rah Kabupaten Dalam Ling#ungan Propinsi Jawa Tengah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lerbaran Negara Republk Indonesia Tahun 1985 Normor 
68,Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Norr 3312) 
sebagarana telah diubath dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Buri dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtk Indonesia Nomor 3569) 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimaa 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Halk 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dani Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 
5.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tertang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389) 

9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan 
Pengelolaan dan Tanggungawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 

10 Undang-Undang Noma 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4421) 

11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomnor 
59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 



12 undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan 
Keuangan Antara Pernenintah Pusat dean Pemerintah Daerat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomnor 130, Tamnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049) 

14 Peraturan Pemenintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) 

15 Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwaian 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubatan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nmor 47 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) 

16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Urum (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) 

17 Peraturan Pemenintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 Tarnbahan Lembaran Negara PRepublk Indonesia Nomor 
4575) 

18 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) 

19.Peraturan Pemenintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 

20 Peraturan Pemenintah Nomar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) 

21 Peraturan Pemenintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Peryusunan dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) 

22. Peraturan Pemenintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 



Peraturan Perenintah Nomor 8 Tahun 20O6 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tatun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4614) 

24 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusa Pemenintahan Antars Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi. Dan Pemenintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), 

25 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangiat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn 
2007 Nmor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741) 

26 Peraturan Pemenintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok 
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4917) 

27 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawait Negeni Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 31) 

28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Peranfaatan Insentif Permungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161) 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubh 
Indonesia Nomor 5165) 

30 Peraturan Pemenintan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5219) 

31 Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teat 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteni Dalan 
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah 

33 Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011, 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupate 
Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten 



Menetapk.an 

Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan 
Anggota Dewan Perwalilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3 
Tarbatan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2) 

35 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Polol-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerat 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) 

36 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Jepara pada Badan Usaha 

Milk Daerah Kabupaten Jepara dan PT Bank Jateng (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1); 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 
Nomor 25) 

38. Peraturan Bupati Jepara Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 
Tahun 2010 tentang Penyabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2011 (Benita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 211) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIA ATAS 
PERATURAN BUPATT JEPARA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2011. 

Pasal l 

Beberapa ketentuan dalamn Peraturan Bupat Jepara Nomor 86 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanya Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupat Nomor 26 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2011 ( Benita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2 1 1 )  
diubah sebagar benikut 



Pendapata 

a Pendapatan Ash Daerat R. 97874 429 000.00 

en dap at a  de  Belarja  Daerah Tahun Anggaran 2011 terdini ates 

b Dana Perimbangan R 714 586.710 000.00 

c Lair-lain Pendapatan yang San Rp. 244 660.986.000.00 

Juriah Pendapatan Ro 1 057 102 125 000.00 
2 Belanya 

• 
Belanja Tiiak Langsung 

1 Belane Pegawad R. 530.898 534.000.00 

2 Belanja Bunga Ro 000 

3 Belanja Subsidr Ro 2879.000 000 00 

4 Belanya H.bah Ro 31 931 403 000.00 

5 Belanja Bantuan Soil Ro 46 715 498 000.00 

6) Belanja Bagi lasid Ro 9673 000 000 00 

7 Belanja Bantu Kuangan Rp 24 554 000 000.00 

I\ Benya Tidak Terdug.a Rp 1 500 000 000 00 
Rp 648. 151 435 000.00 

b Belanya Langsung 

I l Belanja Pegawid Rp 48. 920 197 000.00 

2 Belanya Barang dan Jasa Ro 193 620 693 000.00 

9 Belarya Modal Ro 221.349 666 000.00 

Ro. 463 890 556 000.00 

RD 1 112041 991 000.00 

(Ro. 54 939 866 000.00) 

3 Pembuayaan 

% enenimaan 

b Pengelaran 

Rp 68 040 807 000.00 

Ro. 13100941.000.00 

Ro 54 939 866 000.00 

Ro. 0.00 



Ketentuan ala Larnpiran l  diubah  setingga  berburyi  sebagi  berkut 

1 PENDAPATAN 

1.f PENDAPATAN ASL DAERAN 

1 1 1  PAJAK DAERAH 

1 1. 2  RETRIBUSI DAERAH 

1 1 3  HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN 

DAERAH YANG DIPISAHKAN 

1 1 4  LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

YANG SAH 

1.2 DANA PERIMBANGAN 

1 2 1  DANA  BAGI HASIL PAJAK I BAGI HASIL 

BUKAN PAJAK 

1 2 2  DANA  ALOKASI UNUM 

1 2 3  DANA  ALOKASI KHUSUS 

1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAN 

YANG SAH 

1 3 1  HIBAH 

1 3 3  DANA  BAGI  HASIL PAJAK DARI 

PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH 

LAINNYA 

1 3 4  DANA  PENYESUAIAN DAN OT0NOMI 

KHUSUS 

1 3 5  BANTUAN  KEUANGAN DARI PROVINSI 

ATAU PEMERINTAH DAE RAH LAINNYA 

JUMLAH PENDAPATAN 

2. BELANJA 

2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 

2 1 1  BELANJA PEGAWAI 

2 1 3  BELANJA SUBSIDY 

2 1 4  BELANJA HIBAH 

2 1 5  BELANJA BANTUAN SOSIAL 

2 1 6  BELANJA BAGI HASIL KEPADA 

PROVINSIKABUPATENKOTA DAN 
PEMERINTAHAN DE SA 

2 1 7  BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PROVINSIKABUPATENKOTA DESA 
DAN PARPOL 

2 1 8  BELANJA TIDAK TERDUGA 

Rp 

Rp. 

Ro 

Ro 

Ro 

Rp 

Ro 

Ro 

Rp. 

Ro 

Ro 

Ro 

Rp 

Rp 

Rp 

97.874.429.000.00 

23 299 337 000.00 

16129 690 000.00 

3282 641 000.00 

55 162.761.000.00 

714.566.710.000,00 

51.365 594 000.00 

592 496 116. 000.00 

70.705 000 000 00 

244.660.986.000,00 

1681 190 000.00 

34 468 275 000.00 

123 255 811 000.00 

85 255.710 000.00 

648.661.436.000,00 

530 898 534 000.00 

2879 000 000.00 

31 931 403 000.00 

46 715 498 000.00 

9673.000 000.00 

24 554 000 000.00 

1 500 000 000 00 

Rp. 1.067.102.126.000,00 



BELANJA LANGSUNG : Rp. 463.890.556.000,00 

BELANJA PEGAWAI Rp 48 920 197 000.00 

BELANJA BARANG DAN JASA Ro 193 620 693 000.00 

223 BELANJA MODAL Rp 221 349 666 000.00 

JUM LAH BELAN.JA Rp. 1.112.041.991.000,00 

D E F 1 S I T  Rp  (54. 939 866 000.00) 

3 PEMBIA YAAN 

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp 68.040.807.000,00 

3 1 1  Sa«sa  Lebahn Perhitungan Anggaran Daerat Ro 58 391 461 000.00 

Tahun Sebelurmnya 

3 1 4  Penermaa  Pinyaran  Daerah  Ro  2400 000 000.00 

3 1 5  Penenirmaan  Kerbel  Pemberian  Piniarnan  Ro  7249 346 000.00 

3.2 PENGELUARAN PEMBIA YAAN Rp 13.100.941.000,00 

322 Penyertaan  Modal  (lrvestas) Pemenintah Ro 13 100 941.000.00 

Daerah 

SURPLUS PEMBIA YAAN Rp 54.939.866.000,00 

3. Ketentuan dalam Lampiran Il, pad8 SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
dalam Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

1.01.01.000.000.5 BELANJA DAERAH 422.248.726.000,00 

4 Ketentuan dalam Lampiran II, pads SKPD Dinas Pendidikan, Pemuds dan Olahraga 
dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

1.01.01.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG 140.456.904.000,00 

5 Ketentuan dalam Lampiran Al, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
dalam Program Wajib Belajar Semblan Tahun diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

1.01.01.026 PROGRAM WAJIB BELAJAR 
SEMBILAN TAHUN 

123.469.102.000,00 

6 Ketentuan dalam Lampiran Il, pada SKPD Dias Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
dalamn Program Wajib Belajar Sembilan Tahun drtambah 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut 

1.01.01.026.136 REHABILITASI RUANG 
KELAS, PERPUSTAKAAN 
DAN LABORATORIUM $MP 
(oPID) 

664.966.000.00 



1.01.01.026.136.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.700.000.00 
1 0101026 1365.21.01  Belsnja Honorarium PNS 8 700 000.00 
101.01 026 1 36 5 2 1 0 1 03  Belaya  Honorarumn  Pengacaan 5 500 000.00 

Bang dan Jasa 
1.0101026 1 36 5 2 1 0 1 04  Belay.a  lonoranur  Tenaga 3.200 000.00 

Ahl/Narasurber/nstruktur 
1.01.01.026.136.5.2.3 BELANJA MODAL 556.266.000,00 
1 0101 026 1 36 5 2 3  30  Belay.a  Modal  Permehharaan  556.256 000.00 

Bangunan Gedung 
1 01.01.026 1 36 5. 2 3 30. 0 1  Belanya  Modal  Pereiharaan 556 256 000.00 

Bangunan Gedung Tempat 
Keja 

1.01.01.026.137 REHABILITASI RUANG 1.102.500.000,00 
KELAS RUSAK BERAT SD 

(oPPID) 
1.01.01.026.137.5.2.3 BELANJA MODAL 1.102.500.000,00 
1 01.01026 1375.23.30 Belanya Modal Pemelharaan 1 102 500.000.00 

Bangunan Gedung 
1 01.01026 1375233001 Belanya Modal Pemelharaan 1 102 500 000.00 

Bagunan Gedung Tempat 
Ker]a 

7 Ketentuan dalam Lampiran Il, pada SKPD Dias Bina Marga, Pengairan dan ESDM 
dalam Aun Belanja Daerat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

1.01.01.000.000.5 BELANJA DAERAH 111.309.212.000.00 

8 Ketentuan dalam Lampiran IM, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM 
dalam Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

1.01.01.000.000.5.2 BELANJA LANG SUNG 104.403.551.000,00 

g Ketentuan dalam Lampiran Il, pads SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM 
dalamn Program Pembangunan Jalan dan Jembatan diubah sehingga berbunyi sebagar 
benkut 

1.01.01.070 PROGRAM PEMBANGUNAN 
JALAN DAN JEMBATAN 

24.845.409.000,00 

10 Ketentuan dalam Lampiran Il, pada SKPD Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM 
dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan drtambah 1 (satu) Kegatan sebagat 
berikut 



/ 
1.01.01.070.087 PENINGKATAN 

INFRASTRUKTUR JALAN 

(pPPID) 
1.01.01.070.087.6.2.2 BELANJA BARANG DAN 

JASA 
1010107008752216 Belarya Pemelharaan Jalar 

lnigas dan Jaringan 
101010700875221601 Belanja Pemeliharaan Jalan darn 

Jemnbatan 
1.01.01.070.087.6.2.3 BELANJA MODAL 
1010107008752332 Belarja Modal Pernelharaan 

Jala dan Jernbatan 
101010700875233201 Belanja  Modal  Pereliharaan  

Jalan  

4.820.409.000.00 

1.950.409.000,00 

1. 950  409  000.00 

1 950  409. 000.00 

2.870.000.000,00 

2870. 000. 000.00 

2870 000 000.00 

11 Ketentuan dalam Lampiran ll, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah dalam Akun Pendapatan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

1.20.03.000.000.4 PENDAPATAN DAERAH 993.650.012.000.00 

12 Ketentuan dalam Lampran II, pada SKPD Dias Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah dalam Kelornpok Pendapatan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sat 

diubah sehingga berbunyi sebagai benkut 

1.20.03.000.000.4.3 LAIN - LAIN PENDAPATAN 
DAE RAM YANG SAH 

244.660.986.000,00 

13.Ketentuan dalarm Lampran I, pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah dalam Kelompok Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 
Jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Obyek Pendapatan Dana 
Penyesuaian ditambah nincian obyeke Pendapatan Dana Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur Daerah sehingga berbunyr sebagar benikut 

1.20.03.000.000.4.3.4 DANA PENYESUAIAN DAN 
OTONOT KHUSUS 

1.20.03.000.000.4.1.4.01 DANA PENYESLAIAN 
1.20.03.000.000.4.3.4.01.01 DANA PENYESUAIAN 

INFRASTRUKTUR 
1.20.03.000.000.4.3.4.01.03 DANA BOS 
1.20.03.000.000.4.3.4.01.04 DANA PENYESUAIAN 

TAMBAHAN DAU UNTUK 
cum pven 

1.20.03.000.000.4.4.4.01.0 OM restrtre 

PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR DAERAH 

123.266.811.000.00 

123.266.811.000,00 

17.325.000.000,00 

64.776.629.000.,00 

44.666.417.000,00 



e r r  

PAsal if 

ul beau paa tangga diundangian 

0reg mengetahuiya memenintahian Pengundangan Peraturan ini dengan 
alan Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal a4 September 2011 

"7 
HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal A4 September 2011 
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